[image: image5.emf]VOLUME  SATUAN  ANGGARAN  VOLUME SATUAN  ANGGARAN (Rp)

KEUANGAN 

(%)

FISIK 

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 2.652.409.893,40   2.483.738.678,00 

1

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DESA

 1.069.676.580,00   1.016.224.573,00 

1 1

PENYELENGGARAAN 

BELANJA PENGHASILAN 

TETAP, TUNJANGAN DAN 

OPERASIONAL 

PEMERINTAHAN DESA 

    950.715.580,00      916.500.323,00 

1 1 1

PENYEDIAAN 

PENGHASILAN TETAP 

DAN TUNJANGAN 

KEPALA DESA 

terbayarnya siltap dan 

tunjangan bagi 

Perbekel 

12 bulan 56.400.000,00        12 Bulan       56.400.000,00         100,00        -   

1 1 2

PENGHASILAN TETAP 

DAN TUNJANGAN 

PERANGKAT DESA

terbayarnya siltap dan 

tunjangan bagi 

Perangkat Desa

12 bulan 607.159.200,00      12 Bulan 599.767.963,00                98,78        -   

1 1 3

JAMINAN SOSIAL 

KEPALA DESA DAN 

PERANGKAT DESA

terbayarnya Jaminan 

Kesehatan  bagi 

Perbekel dan 

Perangkat Desa

12 bulan 14.118.780,00        12 Bulan 13.389.600,00                  94,84        -   

1 1 4

PENYEDIAAN 

OPERASIONAL 

PEMERINTAH DESA 

Tersedianya 

Operasional 

Pemerintahan Desa 

1 ls 163.466.600,00      1 ls 137.721.760,00                84,25        -   

1 1 5

PENYEDIAAN 

TUNJANGAN BPD

Tersedianya 

Tunjangan BPD 

Bungkulan 

12 bulan 64.680.000,00        12 Bulan 64.680.000,00                100,00        -   

1 1 6

PENYEDIAAN 

OPERASIONAL BPD 

Terpenuhinya 

Penyediaan 

Operasional BPD

1 ls 26.891.000,00        1 ls 26.541.000,00                  98,70        -   

1 1 91

TAMBAHAN 

PENGHASILAN 

PERBEKEL DARI BKK 

PROVINSI BALI 

Terbayarnya 

tambahan penghasilan 

perbekel 

12 bulan  18.000.000,00        12 Bulan  18.000.000,00                100,00        -   

1 2

PENYEDIAAN SARANA 

PRASARANA 

PEMERINTAHAN DESA 

56.900.000,00        50.151.500,00       

1 2 1

PENYEDIAAN SARANA 

PERKANTORAN / 

PEMERINTAHAN 

Penyediaan Sarana 

Prasarana Aset tetap 

Desa

7 unit 8.500.000,00         1 unit 6.000.000,00                   70,59        -   

1 2 2

PEMELIHARAAN 

GEDUNG PRASARANA 

KANTOR DESA 

Terlaksananya 

pemeliharaan Kantor 

Desa 

1 Tahun  48.400.000,00        1 Tahun  44.151.500,00                  91,22        -   

1 3

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN, 

PENCATATAN SIPIL

14.750.000,00        9.044.750,00        

1 3 2

PENYUSUNAN/PEMUKTA

HIRAN PROFIL DESA

Terpenuhinya 

Penyusunan, 

pendataan, 

pemuktahiran Profil 

Desa

1 Paket 14.750.000,00        1 Paket 9.044.750,00                   61,32        -   

1 4

TATA PRAJA 

PEMERINTAHAN, 

PERENCANAAN, 

KEUANGAN 

47.311.000,00        40.528.000,00       

1 4 1

MUSY. APDES, MUSDES, 

MUSRENBANG

Terlaksananya 

Musyawarah Desa

10 Kegiatan 4.791.000,00         - Kegiatan 1.400.000,00                   29,22        -   

1 4 2

PENY. MUSDES (NON 

REGULER)

Terlaksananya 

Musyawarah Desa

1 Paket 6.500.000,00         1 Paket 5.575.000,00                   85,77        -   

1 4 3

PENYUSUNAN DOKUMEN 

PERENCANAAN DESA 

Terselenggaranya 

Penyusunan 

Dokumen RPJM/RKP

1 Paket 11.665.000,00        - Paket 10.622.000,00                  91,06        -   

1 4 4

PENYUSUNAN DOKUMEN 

KEUANGAN DESA

Terselenggaranya 

Penyusunan 

Dokumen Keuangan, 

LPJ APBDesa

1 Tahun 24.355.000,00        1 Tahun 22.931.000,00                  94,15        -   
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PERBEKEL BUNGKULAN
KABUPATEN BULELENG
 PERATURAN DESA BUNGKULAN

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUNGKULAN

Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b.
bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Bungkulan Tahun 2025.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; 

9. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203) ; 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertnggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160) ;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. 

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025

20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022; 

22. Peraturan Perbekel Nomor 18 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata kelola Keuangan Desa 

23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;  

24. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925).
25. Peraturan Desa Bungkulan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027 (Lembaran Desa Bungkulan Tahun 20214 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Bungkulan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan  Lokal Skala Desa ( Lembaran Desa tahun 2020 Nomor 9 ).
Dengan  Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNGKULAN

dan

PERBEKEL BUNGKULAN

MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2025.

	
	
	


BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bungkulan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

6. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.

7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

9. Bupati adalah Bupati Buleleng.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihakberkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2025.
(2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bungkulan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB
I
PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, tujuan dan manfaat, tahapan penyusunan RKPDesa serta sistematika Dokumen RKPDesa Tahun 2025.
BAB
II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi, data kemiskinan profil desa, evaluasi kinerja pembangunan Desa sampai dengan tahun berjalan, rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan Desa.
BAB 
III  SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA :
Bab ini menguraikan visi misi desa, arah Rencana Kerja Pemerintah Desa, Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2025 dan memuat rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025. 

BAB
IV
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan tentang analisis dan perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Desa serta arah kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2025 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, dan Kebijakan Pembiayaan Desa.

BAB
V
PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKP Desa, sebagai bagian penegasan Pemerintah Desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

LAMPIRAN

1) Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan Skala Desa;

2) Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Kawasan Perdesaan;

3) Lampiran Matrik RKP Desa Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

4) Lampiran Matrik DU-RKP Desa Dilengkapi proposal masing-masing Kegiatan;

5) Lampiran Rencana Kerja, Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RK-RAB) Belanja Desa dan Gambar Teknis Per kegiatan (Format RAB mengikuti Nomenklatur Belanja pada Permendagri 20 Tahun 2018).

(2)
Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

(2) Perbekel melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Perubahan RKP Desa.

BAB VII

PERUBAHAN RKPDes

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

(1) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar Perubahan APBDesa.
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bungkulan.




LAMPIRAN : PERATURAN DESA BUNGKULAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
BAB I
PENDAHULUAN

1.1.
Latar Belakang 

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas undang- undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa,diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yakni ”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.” 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Perubahan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. 

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. 

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Perbekel selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2.
Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; 

9. Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203) ; 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertnggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160) ;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi. 

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025

20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022; 

22. Peraturan Perbekel Nomor 18 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata kelola Keuangan Desa 

23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;  

24. Peraturan Bupati Buleleng Nomor  21 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925).
25. Peraturan Desa Bungkulan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2027 ;   

1.3.
Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:
a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;

b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;

c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

d) Menetapkan kerangka pendanaan;

e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;

f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan

g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ).
h) Kebijakan Pemerintah Tentang Program Padat Karya Tunai dan stunting 
2. Tujuan

a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;

b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;

e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan

f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

g) Memberikan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat Pengangguran, Setengah Pengangguran, RTM dan Stunting untuk mendapat Kesempatan bekerja
1.4.
Tahapan Penyusunan Perubahan RKP Desa


Tahapan penyusunan Perubahan RKP Desa Bungkulan Tahun 2025 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kengiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan RKP Desa; serta Penyusunan daftar usulan RKP Desa.

3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.

4. Tim Penyusun RKP Desa  mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

5. Tim Penyusun Perubahan RKP Desa menyusun Perubahan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap Perubahan rencana kegiatan dan Perubahan rencana anggaran biaya dalam RKP Desa. Tim penyusun Perubahan RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan Perubahan RKP Desa yang dilampiri dokumen Perubahan RKP Desa dan daftar usulan Perubahan RKP Desa.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati Perubahan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Perubahan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari peraturan Desa tentang Perubahan RKP desa.

7. Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.

8. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa.

10. Menambahkan kegiatan yang di prioritaskan oleh Desa berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat.
1.5.
Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bungkulan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
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BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

2.1 Gambaran Umum Kondisi Desa

Desa Bungkulan merupakan Desa yang terletak dibagian timur wilayah Kabupaten Buleleng, tepatnya di timur Desa Giri Emas atau sebelah barat Desa Kubutambahan yang mencakup wilayah Kecamatan Sawan. Desa Bungkulan memilik 13 Banjar Adat dan 13 Banjar Dinas dengan jumlah penduduk kurang lebih 16.500 jiwa dengan luas wilayah 938 Ha. ¾ luas wilayah di Desa Bungkulan terdapat hamparan Sawah / pertanian, sebagiannya lagi merupakan wilayah permukiman penduduk. 

Penduduk desa bungkulan sebagian besar bermata pencaharian menjadi Petani dan Nelayan, karena kondisi topografi desa yang mendukung hal tersebut. Desa Bungkulan terkenal dengan tokoh – tokoh seni, baik seni patung, seni gambelan, seni ukir, lukis, musik dan juga tokoh – tokoh politik. Dilihat dari kondisi desa bungkulan, banyak terdapat potensi – potensi yang dapat dikembangkan seperti Pertanian, Perairan, Kesenian, SDM. 

2.2 Data Kemiskinan Desa 

Berdasarkan data masyarakat yang memperoleh bantuan Rastra, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Bungkulan sejumlah 1.802 orang.

Berikut adalah data warga kurang mampu / rumah tangga miskin masing-masing banjar Dinas, dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1

	NO
	WILAYAH
	JUMLAH RTM

	1
	Banjar Dinas Alasharum
	169 orang

	2
	Banjar Dinas Sema
	151 orang

	3
	Banjar Dinas Jro Gusti
	64 orang 

	4
	Banjar Dinas Kubu Kelod
	42 orang

	5
	Banjar Dinas Ancak
	285 orang

	6
	Banjar Dinas Pamesan
	40 orang

	7
	Banjar Dinas Sari
	36 orang

	8
	Banjar Dinas Jro Wargi
	44 orang

	9
	Banjar Dinas Badung
	102 orang

	10
	Banjar Dinas Punduh Sangsit
	174 orang

	11
	Banjar Dinas Satria
	57 orang

	12
	Banjar Dinas Dauh Munduk
	592 orang

	13
	Banjar Dinas Punduh Lo
	46 orang 

	
	JUMLAH 
	1.802 orang 


Nama-nama Daftar rumah tangga miskin terlampir pada dokumen ini.

2.3.
Profil Desa

Setiap desa memiliki rincian data (profil) yang menjadi acuan dalam evaluasi perkembangan desa tersebut. Adapun profil Desa Bungkulan diuraikan menurut sejarah desa, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Pembangunan dan Sumber Daya Sosial dan Budaya. 

2.3.1. Sejarah Desa
Desa Bungkulan jaman dahulu merupakan daerah belantara, daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Jro Pasek Menyali, sedangkan disebelah timur Tukad Aya/Desa Kubutambahan menjadi wilayah kekuasaan Jro Pasek Bulian.

Bermula dari kedatangan I Gusti Ngurah Tambahan ke Bulian, beliau berasal dari Desa Tambahan Bangli, Pada saat kedatangan I Gusti Ngurah Tambahan diwilayah Bulian, wilayah tersebut tertangganggu keamanannya Pasek Bulian mohon bantuan kepada I Gusti Ngurah Tambahan untuk memulihkan keamanan diwilayah tersebut. Berkat kesaktian I Gusti Ngurah Tambahan dan sebilah keris pusakanya yang bernama KI BAAN KAU, keamanan wilayah tersebut pulih kembali. Atas jasanya kemudian Jro Pasek Bulian memberikan tempat tinggal tetap kepada I Gusti Ngurah Tambahan yaitu ditepi “ siring kauh “ wilayah Bulian ( dipinggir sebelah timur tukad Aya ), disanalah I Gusti Ngurah Tambahan mulai membuka lahan persawahan.

Setelah peristiwa tersebut diatas,datanglah Jro Pasek Menyali yang berkuasa disebelah barat tukad Aya, menghadap kepada jro Pasek Bulian. Pasek Menyali memaparkan maksud kedatangannya bahwa seorang Denawa yang disebut Menaru sering mengganggu ketentraman penduduk, terutama pada waktu diadakan upacara ngusaba desa,dimana penari rejang paling akhir ( kitut rejang ) sering diculik / dilarikan oleh I Menaru sehingga upacara menjadi tertanggu dan masyarakat ketakutan.

Pasek Bulian kemudian menunjukan orang yang mungkin bisa membantu memulihkan keamanan Pasek Menyali yaitu : I Gusti Ngurah Tambahan setelah mendapatkan kesepakatan dan kesanggupan dari I Gusti Ngurah Tambahan, lalu I Gusti Ngurah Tambahan beserta pengikutnya dating untuk menyelidiki keadaan wilayah Pasek Menyali. Berkat Kedigjayaan beliau akhirnya diketahuilah tempat tinggalnya I Menaru yaitu di GOA BATU MEJAN / Togtog polo, daerah ini merupakan daerah perbatasan Jagaraga,Girimas sekarang ( dahulu Sangsit ) dan Bungkulan. Dengan keris pusakanya yang bernama KI BAAN KAU I menaru dapat ditaklukan karena jasa beliau, maka Jro Pasek Menyali memberikan hadiah tanah /wilayah disebelah barat tukad Aya.

Dengan didapatkannya hadiah dari Jro pasek Bulian dan Jro pasek Menyali yang wilayahnya sebagian disebelah timur Tukad Aya, sebagian lagi disebelah barat Tukad Aya, Maka I Gusti Ngurah Tambahan menyatukan kedua wilayah tersebut menjadi satu  ( Abungkul ) yang disebut BUNGKULAN   yang kita warisi sampai sekarang. Disamping itu nama Bungkulan identik dengan bulian, untuk mengenang jasa Jro Pasek Bulian kepada I Gusti Ngurah Tambahan. Setelah Desa Bungkulan terbentuk,Pura Pasek milik jro Pasek Menyali dijadikan Pura Desa Bungkulan,Keris Pusaka I Gusti Ngurah Tambahan sampai sekarang masih tersimpan didusun Jro Gusti, Bungkulan.

Demikian secara ringkas dan sederhana dapat kami paparkan riwayat/sejarah Desa Bungkulan, yang mana sampai saat ini penduduk yang tinggal di Desa ini sangat heterogen, dengan banyak suku, namun keamanan masih dapat kita jaga bersama-sama dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan diantara pendatang yang ada, sehingga suasana tetap kondusif. Bilamana dikemudian hari ada suatu temuan yang mampu menjelaskan asal – usul nama Desa Bungkulan dengan kesepakatan bersama (Tokoh Mayarakat Bungkulan), maka tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan cerita sejarah dari penyampaian saat ini, hal itu dikarenakan sampai saat ini belum ada yang berani membenarkan cerita sejarah yang telah tertuang diatas.  

2.3.2. Sumber Daya Alam

Desa Bungkulan merupakan salah satu desa di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, memiliki luas 938 ha/m2 dan terletak pada ketinggian 0 Mtr sampai 200 Mtr di atas permukaan air laut. Secara geografis Desa Bungkulan berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Bali
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Kubutambahan
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Jagaraga dan Bengkala
4.  Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Giri Emas
Secara Administratif, wilayah Desa Bungkulan terdiri dari 13 Banjar Dinas, dan 2 ( Dua ) Desa Adat yaitu Desa Adat Bungkulan dan Sari Besikan.
Secara umum Tipologi Desa Bungkulan terdiri dari sebagian besar berupa Pertanian yaitu sebesar 75 %, permukiman sebesar 20 %, sawah irigasi sejumlah 15 %. Topografis Desa Bungkulan secara umum termasuk daerah Pesisiran Pantai dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Bungkulan diklasifikasikan ke dalam dataran Rendah. Penggunaan lahan Desa Bungkulan dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2

 Penggunaan Lahan Desa Bungkulan Tahun 2023
	No
	Penggunaan Lahan
	Jumlah

	1
	Luas pemukiman 
	36 ha/m2

	2
	Luas persawahan 
	395 ha/m2

	3
	Luas perkebunan 
	81 ha/m2

	4
	Luas kuburan 
	2 ha/m2

	5
	Luas pekarangan
	29 ha/m2

	6
	Luas taman 
	· ha/m2

	7
	Perkantoran 
	-     ha/m2

	8
	Luas prasarana umum lainnya 
	314 ha/m2

	
	Total luas 
	925 ha/m2


Potensi Pertanian, Peternakan dan Perikanan Tahun 2023
Tabel 3

Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 
	Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian 
	1.329 keluarga 

	Tidak memiliki 
	3.566 keluarga 

	Memiliki kurang 1,0 ha 
	1.315 keluarga 

	Memiliki 1,0 – 5,0 ha 
	14 keluarga 

	Memiliki 5,0 – 10 ha 
	1 keluarga 

	Memiliki lebih dari 10 ha 
	1 keluarga 

	Jumlah total keluarga petani 
	1.350 keluarga


Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini 
	Jagung 
	....Ha 
	21,9 Ton/ha 

	Kacang kedelai 
	.... Ha
	.... Ton/ha

	Kacang tanah 
	.... Ha 
	.... Ton/ha 

	Kacang panjang 
	.... Ha
	.... Ton/ha

	Kacang mede 
	.... Ha 
	.... Ton/ha 

	Kacang merah 
	.... Ha
	.... Ton/ha

	Padi sawah 
	1.049 Ha 
	9982,3 Ton/ha 

	Padi ladang 
	.... Ha
	.... Ton/ha

	Ubi kayu 
	.... Ha 
	.... Ton/ha 

	Ubi jalar 
	2 Ha
	22,16 Ton/ha

	Cabe 
	.... Ha 
	.... Ton/ha 

	Bawah merah 
	25 Ha
	30 Ton/ha

	Sawi 
	10 Ha 
	24,0 Ton/ha 

	Talas 
	2 Ha
	78,12 Ton/ha 


PETERNAKAN

Jenis populasi ternak 
	Jenis Ternak
	Jumlah Pemilik
	Perkiraan Jumlah Populasi

	Sapi 
	25 orang 
	71 ekor 

	Babi 
	75 orang
	564 ekor

	Ayam kampung 
	15 orang
	4.025 ekor

	Jenis ayam broiler 
	1 orang
	4.052 ekor

	Bebek 
	5 orang
	1.033 ekor

	Kambing 
	5 orang
	39 ekor

	Domba 
	2 orang
	7 ekor

	Angsa 
	3 orang
	12 ekor

	Kelinci 
	5 orang
	10 ekor

	Anjing 
	421 orang
	547 ekor


Produksi Peternakan

	Susu 
	kg/th 

	Kulit 
	M/th 

	Telur 
	4412 kg/th 

	Daging 
	4653 kg/th 

	Madu 
	Lt/th 

	Bulu 
	kg/th 

	Air liur burung walet 
	kg/th 

	Minyak 
	lt/th 

	Hiasan/lukisan 
	unit/th 

	Cinderamata 
	unit/th 


Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak

	Dendeng 
	2 orang

	Abon 
	4 orang

	Madu Lebah 
	 1 orang

	Biogas 
	1 Klp

	Telur Asin 
	8 orang

	Kerajinan tangan (handy craft) 
	6 orang


Pemasaran Hasil Ternak

	Dijual langsung ke konsumen 
	Ya

	Dijual ke pasar hewan 
	Ya 

	Dijual melalui KUD 
	Tidak

	Dijual melalui tengkulak 
	Ya 

	Dijual melalui pengecer 
	Ya 

	Dijual ke lumbung desa/kel 
	Tidak

	Tidak dijual 
	Tidak


PERIKANAN

Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau 
	Karamba 
	unit 
	 ton/th 

	Tambak 
	20 ha 
	 20 ton/th 

	Jermal 
	unit 
	 ton/th 

	Pancing 
	20 unit 
	 5 ton/th 

	Pukat 
	17 unit 
	 28 ton/th 

	Jala 
	unit 
	 ton/th 


Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar 
	Karamba 
	unit 
	ton/th 

	Empang/kolam 
	150 ha/m2 
	3 ton/th 

	Danau 
	ha/m2 
	ton/th 

	Rawa 
	ha/m2 
	ton/th 

	Sungai 
	ha/m2 
	ton/th 

	Sawah 
	ha/m2 
	ton/th 

	Jala 
	 unit 
	ton/th 

	Pancingan 
	                    unit
	ton/th 

	
	
	


Jenis ikan dan produksi 
	Tuna 
	ton/th 

	Salmon 
	12 ton/th

	Tongkol/cakalang 
	4 ton/th

	Lemuru
	2,5 ton/th

	Kakap 
	2 ton/th

	Tenggiri 
	3 ton/th

	Belanak 
	1 ton/th

	Cumi 
	15 ton/th

	Sunglir
	10 ton/th

	Bawal 
	ton/th

	Baronang 
	ton/th

	Kembung 
	3 ton/th

	Lele 
	3 ton/th


Pemasaran Hasil Perikanan

	Dijual langsung ke konsumen 
	Tidak

	Dijual ke pasar hewan 
	Tidak

	Dijual melalui KUD 
	Tidak

	Dijual melalui Tengkulak 
	Ya

	Dijual melalui Pengecer 
	Ya

	Dijual ke lumbung desa/kel 
	Tidak

	Tidak dijual 


Dari kondisi alam Desa Bungkulan diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Bungkulan dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Bungkulan. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan sebagai berikut :

2.3.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Bungkulan berdasarkan Profil Desa Tahun 2023 sebanyak 15.821 jiwa yang terdiri dari 7.961 laki-laki dan 7.860 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah sebagai Karyawan Perusahan Swasta  sejumlah 2.514 Jiwa atau hampir 35,5 % dari jumlah total penduduk Desa Bungkulan.

Data Sumber Daya Manusia Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4

Daftar Sumber Daya Manusia Desa Tahun 2023
	Jenis Pekerjaan 
	Laki-laki 
	Perempuan 

	Petani 
	1.120 orang 
	209 orang 

	Buruh tani 
	323 orang 
	112 orang 

	Buruh migran perempuan 
	· orang 
	· orang 

	Buruh migran laki-laki 
	· orang 
	· orang 

	Pegawai Negeri Sipil 
	253 orang 
	210 orang 

	Pengrajin industri rumah tangga 
	26 orang 
	32 orang 

	Pedagang keliling 
	16 orang 
	28 orang 

	Peternak 
	1.175 orang 
	1.194 orang 

	Nelayan 
	163 orang 
	42 orang 

	Montir 
	84 orang 
	· orang 

	Dokter swasta 
	· orang 
	3 orang 

	Bidan swasta 
	· orang 
	5 orang 

	Perawat swasta 
	· orang 
	1 orang 

	Pembantu rumah tangga 
	· orang 
	40 orang 

	TNI 
	32 orang 
	· orang 

	POLRI 
	50 orang 
	2 orang 

	Pensiunan PNS/TNI/POLRI 
	78 orang 
	42 orang 

	Pengusaha kecil dan menengah 
	9 orang 
	4 orang 

	Notaris 
	1 orang 
	· orang 

	Dukun Kampung Terlatih 
	· orang 
	2 orang 

	Jasa pengobatan alternatif 
	4 orang 
	· orang 

	Dosen swasta 
	50 orang 
	1 orang 

	Pengusaha besar
	1 orang 
	· orang 

	Arsitektur 
	· orang 
	· orang 

	Seniman/Artis 
	4 orang 
	2 orang 

	Karyawan perusahaan swasta 
	125 orang 
	63 orang 

	Karyawan perusahaan pemerintah 
	7 orang 
	5 orang 

	Wiraswasta
	497 orang 
	262 orang 

	Karyawan swasta
	1.579 orang 
	1.045 orang 

	Pedagang barang kelontong 
	138 orang 
	754 orang 

	Guru swasta
	27 orang 
	45 orang 

	Tukang kayu
	2 orang 
	· orang 

	Tukang batu
	· orang 
	· orang 

	Tidak mempunyai pekerjaan tetap
	2 orang 
	7 orang 

	Belum bekerja
	2.514 orang 
	2.671 orang 

	Pelajar
	1.064 orang 
	901 orang 

	Ibu rumah tangga
	· orang 
	4.233 orang 

	Jumlah Total Penduduk orang 


2.3.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Bungkulan yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5

Sumber Daya Pembangunan Desa Bungkulan Tahun 2023
	No.
	Uraian Sumber Daya Alam
	Jumlah
	Satuan

	1.
	Kantor Desa
	permanen
	

	2.
	Prasarana Umum
	
	

	
	a. Jalan
	1000
	Km

	3.
	Prasarana Pendidikan
	
	

	
	a. Gedung Sekolah TK
	0
	Buah

	
	b. Gedung PAUD
	1
	Buah

	
	c. Gedung SD/Sederajat
	8
	Buah

	
	d. Gedung Sekolah SMP/Sederajat
	1
	Buah

	
	e. Gedung Sekolah SMA/Sederajat
	-
	Buah

	
	f. Gedung Perguruan Tinggi
	1
	Buah

	4.
	Prasarana Kesehatan
	
	

	
	a. Puskesmas
	-
	

	
	b. Poskesdes
	-
	Buah

	
	c. Posyandu
	15
	Buah

	
	d. Polindes
	-
	Buah

	
	e. MCK Umum
	1
	Buah

	
	f. Sarana Air Bersih
	-
	Buah

	4.
	Prasarana Ekonomi
	
	

	
	a. Pasar Desa
	1
	Buah

	
	b. Kios desa
	4
	Buah

	
	c. Gedung BUMDesa
	0
	Buah

	5.
	Prasarana Ibadah
	
	

	
	a. Mesjid
	-
	Buah

	
	b. Mushola
	-
	Buah

	
	c. Gereja
	2
	Buah

	
	d. Pura
	43
	Buah

	
	e. Vihara
	-
	Buah

	
	f. Klenteng
	-
	Buah

	6.
	Prasarana Umum
	
	

	
	a. Olahraga
	1
	Buah

	
	b. Kesenian/budaya
	-
	Buah

	
	c. Balai pertemuan
	1
	Buah

	
	d. Sumur desa
	-
	Buah

	
	e. Pasar desa
	1
	Buah


2.3.5. Sumber Daya Sosial Budaya


Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Bungkulan sangat membantu dalam proses pembangunan yang ada di Desa Bungkulan. Potensi tersebut terlihat dari adanya kelembagaan masyarakat dan perkumpulan seni budaya seperti terlihat pada Tabel 6

Tabel 6

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Tahun 2023
	No
	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya
	Satuan

	1
	Kelembagaan
	
	

	
	a. LPM
	
	

	
	1) Jumlah pengurus
	3
	Orang

	
	2) Jumlah anggota
	15
	Orang

	
	b. Lembaga Adat
	8
	Lembaga

	
	c. TP PKK
	
	

	
	1) Jumlah pengurus
	5
	Orang

	
	2) Jumlah anggota
	40
	Orang

	
	a. BUMDes
	
	

	
	1) Jumlah Bumdes
	1
	Buah

	
	2) Jenis Bumdes
	1
	Buah

	
	b. Karang Taruna
	
	

	
	1) Jenis Kegiatan
	3
	Buah

	
	2) Jumlah Pengurus
	4
	Orang

	
	3) Jumlah Anggota
	45
	Orang

	
	c. RT/RW
	
	

	
	1) Jumlah RW
	-
	Buah

	
	2) Jumlah RT
	-
	Buah

	
	d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya
	1
	Buah

	2
	Trantib Dan Bencana
	
	

	
	a. Jumlah Anggota Linmas
	50
	Orang

	
	b. Jumlah Pos Kamling
	0
	Buah

	
	c. Jumlah Operasi Penertiban
	-
	Kali

	
	d. Jumlah Kejadian Kriminal
	
	

	
	1. Pencurian
	-
	Kali

	
	2. Perkosaan
	-
	Kali

	
	3. Kenakalan Remaja
	-
	Kali

	
	4. Pembunuhan
	-
	Kali

	
	5. Perampokan
	-
	Kali

	
	6. Penipuan
	-
	Kali

	
	e. Jumlah Kejadian Bencana
	-
	Kali

	
	f. Jumlah Pos Bencana Alam
	1
	Pos

	
	g. Jumlah Pembalakan Liar
	-
	Kali

	
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung
	-
	Pos

	3
	Seni Budaya
	
	

	
	a. Jumlah Group Kesenian
	6
	Buah

	
	b. Jumlah Gedung Kesenian
	0
	Buah

	
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun
	-
	Kali


2.3.6 Sumber Daya Pemerintahan 


Sumber daya Pemerintahan terdiri dari Perangkat Desa dan BPD Desa Bungkulan yang menjalankan sistem pemerintahan di Desa yang sangat berperan sebagai garda terdepan dalam memajukan Desa ke depan. Potensi sumber daya tersebut dapat dilihat pada table 7 dan 8 dibawah ini. 

Tabel 7

	NO
	NAMA
	JABATAN

	1
	Gede Werdi Santoso
	Ketua

	2
	I Gede Suardika
	Wakil Ketua

	3
	Nyoman Suarjana,S.Pd,M.pd
	Sekretaris

	4
	Ketut Tojan Puja NegaraS.Pd
	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

	5
	Putu Rusini
	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

	6
	Nyoman Arka
	Anggota Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

	7
	Komang Alit Sumiarta
	Anggota Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

	8
	Kadek Peri Andana
	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

	9
	I Gusti Bagus Andy Prastika 
	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa


Tabel 8

	NO
	NAMA
	JABATAN

	1
	I Gede Sudarjana 
	Perbekel

	2
	I Gusti Bagus Wira Pandu Winata
	Sekretaris Desa

	3
	Putu Agus Werdi Putra
	Kasi Kesejahteraan

	4
	Komang Setiawan
	Kasi Pelayanan dan Tata Usaha 

	5
	Kadek Septian Darmayasa
	Kasi Pemerintahan

	6
	Luh Asti 
	Kaur Keuangan

	7
	Dewa Ketut Kertadana
	Kaur Perencanaan

	8
	Komang Angga Wijaya
	Kaur Umum dan tata Usaha

	9
	Putu Angga Marta Dinta 
	Kelian Banjar dinas Alasharum

	10
	Made Suasta
	Kelian Banjar Dinas Sema

	11
	I Gusti Nyoman Sashadi
	Kelian Banjar Dinas Jro Gusti

	12
	Made Susrama
	Kelian Banjar Dinas Pamesan

	13
	Made Sukrawan
	Kelian Banjar Dinas Ancak

	14
	Made Gatra Atmaja
	Kelian Banjar Dinas Sari

	15
	I Putu Agus Dinata
	Kelian Banjar Dinas Jro Wargi

	16
	Nyoman Suma Wijaya
	Kelian Banjar Dinas Badung

	17
	Made Wijana
	Kelian Banjar Dinas Punduh Sangsit

	18
	Ketut Somedana
	Kelian Banjar Dinas Kubukelog

	19
	Dewa Made Buda Kerti
	Kelian Banjar Dinas Satria

	20
	Putu Purwatama
	Kelian Banjar Dinas Punduh lo

	21
	Gede Agus Laksmana Putra
	Kelian Banjar Dinas Dauh Munduk


2.4.
Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang sudah disusun dengan Peraturan Desa Bungkulan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bungkulan Tahun 2023 (Lembaran Desa Bungkulan Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah menjadi Pertaturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan APBDesa Tahun 2023. Dari hasil evaluasi pelaksanaan RKPDes tersebut tidak semua rencana yang sudah direncanakan bisa terealisasi sebagai berikut.

2.4.1. 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bungkulan Tahun 2023 pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 95 % sudah bisa direalisasikan dengan penggunaan anggaran seluruhnya dari Alokasi Dana Desa. Adapun secara terinci bisa diuraikan pada Tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

2.4.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bungkulan Tahun 2023 pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 95 % sudah bisa direalisasikan dengan penggunaan anggaran dari beberapa sumber anggaran. Adapun secara terinci bisa diuraikan pada Tabel 8 di bawah ini.
Tabel 8

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023
[image: image2.emf]VOLUME  SATUAN  ANGGARAN  VOLUME SATUAN  ANGGARAN (Rp)

KEUANGAN 

(%)

FISIK 

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 2.652.409.893,40   2.483.738.678,00 

2

PELAKSANAAN 

PEMBANGUNAN DESA 

498.062.500,00      480.018.105,00     

2 2 KESEHATAN  249.012.500,00      235.128.500,00     

2 2 1

PENYELENGGARAAN 

POSKESDES/INSENTIF 

BIDAN/PERAWAT DESA

Terpenuhinya Bidan 

Desa dalam 

Pelaksanaan Kegiatan 

Kesehatan Desa

12 bulan 49.000.000,00        12 bulan 48.000.000,00                  97,96        -   

2 2 2

PENYELENGGARAAN 

POSYANDU 

Tercapainya tujuan 

pembangunan desa di 

bidang kesehatan 

12 bulan 176.762.500,00      12 bulan  174.603.500,00                98,78        -   

2 2 4

DESA SIAGA 

KESEHATAN

Tercapainya tujuan 

penanggulangan 

Kesehatan 

1 Paket 23.250.000,00        1 Paket 12.525.000,00                  53,87        -   

2 4 KAWASAN PEMUKIMAN  211.750.000,00      209.325.000,00     

2 4 15

FASILITAS 

PENGELOLAAN SAMPAH 

DESA

Tercapainya 

Pembangunan TPS 

dan Pengelolaan 

Sampah Desa

12 Bulan 211.750.000,00      12 Bulan 209.325.000,00                98,85        -   

2 5

KEHUTANAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

2.500.000,00         2.500.000,00        

2 5 2

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

DESA 

Tercapainya 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Desa

1 Paket 2.500.000,00         1 Paket 2.500.000,00                 100,00        -   

2 6

PERHUBUNGAN, 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

34.800.000,00        33.064.605,00       

2 6 3

PEMBUATAN DAN 

PENGELOLAAN 

JARINGAN/INSTALASI 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMASI LOKAL  

Terlaksananya 

Pengelolaan 

Komunikasi dan 

Informasi Lokal Desa

1 Paket 34.800.000,00        1 Paket 33.064.605,00                  95,01        -   

RENCANA REALISASI 

KODE 

REKENING 

URAIAN  NAMA OUTPUT 

OUTPUT 

1


2.4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bungkulan Tahun 2023 pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  90 % sudah bisa direalisasikan dengan penggunaan anggaran dari beberapa sumber anggaran. Adapun secara terinci bisa diuraikan pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023
[image: image3.emf]VOLUME  SATUAN  ANGGARAN  VOLUME SATUAN  ANGGARAN (Rp)

KEUANGAN 

(%)

FISIK 

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 2.652.409.893,40   2.483.738.678,00 

3

PEMBINAAN 

KEMASYARAKATAN 

DESA

312.055.000,00      268.738.000,00     

3 1

KETENTRAMAN, 

KETERTIBAN UMUM, DAN 

PELINDUNGAN 

MASYARAKAT 

5.275.000,00         4.225.000,00        

3 1 1

PENYELENGGARAAN 

POS KEAMANAN DESA

Terlaksananya 

Keamanan di Desa 

1 Tahun  5.275.000,00         1 Tahun 4.225.000,00                   80,09        -   

3 2

KEBUDAYAAN DAN 

KEAGAMAAN 

240.224.000,00      219.942.000,00     

3 2 3

PENYELENGGARAAN 

FESTIVAL KESENIAN, 

ADAT/KEBUDAYAAN, 

DAN KEAGAMAAN 

Terpenuhinya 

Kegiatan Kesenian, 

kegamaan, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

1 Paket 240.224.000,00      1 Paket 219.942.000,00                91,56        -   

3 3

KEPEMUDAAN DAN 

OLAHRAGA 

42.113.000,00        27.113.000,00       

3 3 2

PENYELENGGARAAN 

PELATIHAN 

KEPEMUDAAN TINGKAT 

DESA

Terlaksananya 

Pembinaan 

Kepemudaan di Desa

1 Paket 7.000.000,00         - paket 4.830.000,00                   69,00        -   

3 3 6

PEMBINAAN KARANG 

TARUNA / KLUB 

KEPEMUDAAN / KLUB 

OLAHRAGA

Terlaksananya 

Pembinaan 

Kepemudaan di Desa

1 Paket 35.113.000,00        1 Paket 22.283.000,00                  63,46        -   

3 4

KELEMBAGAAN 

MASYARAKAT

24.443.000,00        17.458.000,00       

3 4 1

PEMBINAAN LEMBAGA 

ADAT

Terselenggaranya 

Pembinaan Lembaga 

Adat di Desa

1 Paket 12.000.000,00        1 Paket 12.000.000,00                100,00        -   

3 4 2 PEMBINAAN LPM

Terselenggaranya 

Pembinaan LPM di 

Desa

1 Paket 2.995.000,00         - Paket -                                       -         -   

3 4 3 PEMBINAAN PKK

Terselenggaranya 

Pembinaan PKK di 

Desa

1 Paket 9.448.000,00         1 Paket 5.458.000,00                   57,77        -   

RENCANA REALISASI 

KODE 

REKENING 

URAIAN  NAMA OUTPUT 

OUTPUT 

1


2.4.4.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Bungkulan Tahun 2023 pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 85 % sudah bisa direalisasikan dengan penggunaan anggaran dari beberapa sumber anggaran. Adapun secara terinci bisa diuraikan pada Tabel 10 di bawah ini.
Tabel 10

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
[image: image4.emf]VOLUME  SATUAN  ANGGARAN  VOLUME SATUAN  ANGGARAN (Rp)

KEUANGAN 

(%)

FISIK 

(%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 2.652.409.893,40   2.483.738.678,00 

4

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA

266.323.000,00      232.758.000,00     

4 2

PERTANIAN DAN 

PETERNAKAN 

158.575.000,00      141.600.000,00     

4 2 1

PENINGKATAN 

PRODUKSI TANAMAN 

PANGAN 

Terlaksananya 

Kegiatan Ketahanan 

Pangan di Desa

1 Tahun 8.525.000,00         - Tahun -                                       -         -   

4 2 2

PENINGKATAN 

PRODUKSI PETERNAKAN 

Terlaksananya 

Kegiatan Ketahanan 

Pangan di Desa

1 paket 150.050.000,00      1 Paket 141.600.000,00                94,37        -   

4 3

PENINGKATAN 

KAPASITAS APARATUR 

DESA

8.000.000,00         4.960.000,00        

4 3 1

PENGINKATAN 

KAPASITAS KEPALA 

DESA

Terlaksananya 

Kegiatan Peningkatan 

Kepala Desa

1 Paket 8.000.000,00         - Paket 4.960.000,00                   62,00        -   

4 4

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, 

PERLINDUNGAN ANAK 

DAN KELUARGA 

13.000.000,00        -                                       -   

4 4 1

PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

Terpenuhinya 

Kegiatan Penyuluhan 

dan Pemberdayaan 

Perempuan 

1 Paket 13.000.000,00        - Paket -                                       -         -   

4 7

PERDAGANGAN DAN 

PERINDUSTRIAN

86.748.000,00        86.198.000,00       

4 7 02

PEMBANGUNAN KIOS 

MILIK DESA

Terpenuhinya 

Kegiatan 

Pembnangunan Kios 

Milik Desa

1 Paket 86.748.000,00        1 Paket 86.198.000,00                  99,37 

5

PENANGGULANGAN 

BENCANA, KEADAAN 

DARURAT, DAN 

MENDESAK DESA 

506.292.813,40      486.000.000,00     

5 1

PENANGGULANGAN 

BENCANA  

20.292.813,40        -                       

5 1 0

KEGIATAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

Terpenuhinya 

Kegiatan 

Penanggulangan 

Bencana 

1 Paket 20.292.813,40        - Paket -                                       -         -   

5 3 KEADAAN MENDESAK  486.000.000,00      486.000.000,00     

5 3 0

KEGIATAN KEADAAN 

MENDESAK 

Terpenuhinya 

Kegiatan Mendesak 

Desa 

1620 KPM 486.000.000,00      810 KPM 486.000.000,00              100,00        -   

RENCANA REALISASI 

KODE 

REKENING 

URAIAN  NAMA OUTPUT 

OUTPUT 

1


2.5 Rumusan Umum Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Desa

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam RKP Desa Tahun 2025 permasalahan Desa Bungkulan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 5 aspek, sebagai berikut :

2.5.1 Permasalahan 

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Kebijakan Desa dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan Desa dibidang Kesehatan adalah terkait Stunting. Stunting merupakan permasalahan yang selama ini harus diperhatikan bersama-sama karena untuk menjadi suatu wilayah yang mandiri, sumber daya manusianya harus diperhatikan.  Dalam rangka mendukung peningkatan AHH dan pencegahan stunting terintegrasi, maka permasalahan kesehatan di Desa Bungkulan yang harus mendapat perhatian pada Tahun 2019 adalah (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; (3) Peningkatan pemberian makanan tambahan pada pelaksanaan PAUD; (4) Pembentukan Kader Pembangunan manusia ; serta (5) Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan lingkungan. 

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Hurup (AMH). Sedangkan isu strategis tentang kesadaran masyarakat dalam membuang sampah di sungai, menjadi pertimbangan pemerintah Desa dalam merancang program kegiatan untuk siswa di sekolah dasar maupun masyarakat umum lainnya.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Bungkulan yang harus mendapat perhatian pada Tahun 2025 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; 

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Bungkulan juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Bungkulan.

4. Peningkatan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sarana penunjang utama dalam mencapai Desa yang mandiri. Kualitas infrastruktur menggambarkan tingkat perkembangan dari desa tersebut, desa yang memiliki infrastruktur baik berdampak pada tingkat perkembangan sosial, budaya, serta ekonomi desa tersebut. Desa Bungkulan dalam perkembangannya masih dikategorikan desa berkembang, mengingat masih banyak infrastruktur desa yang harus diperbaiki untuk mendukung perkembangan perekonomian di Desa Bungkulan. Infrastruktur dasar seperti Pembangunan jalan lingkungan dan peningkatan perekonomian masyarakay masih menjadi skala prioritas Desa bungkulan kedepannya.

Insfrastruktur penunjang transportasi masyarakat juga perlu mendapat perhatian lebih, dikarenakan banyak masyarakat Desa Bungkulan bermata pencaharian petani yang sangat memerlukan akses transportasi untuk pemasaran hasil pertaniannya. Selain infrastruktur tersebut yang perlu diperhatikan adalah adanya beberapa sanggar seni maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa Bungkulan yang memerlukan sarana prasarana untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut. Berdasarkan data tersebut, permasalahan infrastruktur yang harus mendapatkan perhatian di Tahun 2025 adalah (1) Peningkatan Infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Desa; (2) Peningkatan infrastruktur transportasi untuk akses kegiatan masyarakat Desa; (3) Pemberdayaan kelompok masyarakat dengan pemenuhan sarana prasana/infrastruktur yang menunjang kegiatan kelompok tersebut.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Bungkulan bisa dikatakan cukup membanggakan dengan sedikitnya angka putus sekolah yang dialami masyarakat, hal tersebut tentunya berdampak pada kualitas SDM dari aparatur desa yang sebagian besar minimal berpendidikan SMA. Kualitas SDM tersebut tentunya sangat menopang jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bungkulan, namun dengan adanya perubahan regulasi yang begitu cepat dan menuntut keprofesionalan dari perangkat desa maka upaya peningkatan SDM yang ada harus dilakukan. 

Pengetahuan tentang regulasi yang mumpuni dan keterampilan kerja yang memadai akan semakin menjadikan pemerintah Desa Bungkulan bisa mengikuti perkembangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan keuangan, pelaksanaan pembangunan, tata kelola administrasi, perencanaan yang baik serta kerjasama antar lembaga menjadi konsepsi dasar yang harus dikuasai dan terpenuhi, sehingga poin-poin tersebut harus menjadi perhatian pada Tahun 2025 baik melalui pelatihan, bimtek ataupun kursus. 

2.5.2. Tantangan Pembangunan Desa / Isu Strategis 

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Bungkulan adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan Kemandirian Desa

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Desa bukan lagi menjadi objek dari pembangunan melainkan bertindak sebagai subjek pembangunan. Tentunya dengan adanya perubahan paradigma pembangunan tersebut mengharuskan Pemerintah Desa untuk melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan. Salah satu yang menjadi tolak ukur kemandirian desa adalah adanya peran aktif masyarakat ataupun lembaga masyarakat pada seluruh tahapan pembangunan, sehingga pembangunan memang menjadi kebutuhan desa dan tidak lagi berdasar pada keinginan. Maka dari itu perlu adanya penguatan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga kemandirian di Desa Bungkulan bisa terwujud.

2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Dikucurkannya Dana Desa pada tiap Desa dari Pemerintah Pusat yang dimulai pada Tahun 2015 membawa angin segar bagi Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Dana yang menjadi harapan baru tersebut juga bisa menimbulkan bencana baru apabila sistem pengelolaan keuangan di Desa belum memadai dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Dana Desa dan sistem pengelolaan keuangan desa, diharapkan desa tidak lagi tersandung kasus akibat penyalahgunaan anggaran ataupun pertanggungjawaban desa yang tidak sesuai. Maka dari itu perlu adanya pembentukan sistem pengelolaan keuangan desa yang mengacu prinsip akuntabel, transparan dan pasrtisipatif sesuai dengan regulasi yang ada.

BAB III

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Desa

3.1.
Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel. Visi – Misi Perbekel Bungkulan disamping merupakan visi-misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa. Adapun ditetapkan Visi Perbekel Bungkulan adalah :

“Terwujudnya Kemandirian Desa Bungkulan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Memberdayakan Sumber Daya Alam dan Seluruh Potensi Desa Berlandaskan Tri Hita Karana.”  

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pendataan dan Pemetaan Seluruh Potensi – Potensi Desa dan Sumber Daya Alam yang akan diwujudkan Melalui skala prioritas.

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional Dan Berbudaya Melalui Pembinaan Dan Pemberdayaan Perangkat Desa, Lembaga-lembaga Adat, Badan – badan, Ormas dan kelompok – kelompok serta yang lainnya. 

3. Sinergitas dan Meningkatkan Partisipasi Lembaga – lembaga yang ada di Desa dengan Seluruh Komponen Masyarakat dalam Pembangunan Desa Bungkulan yang berkelanjutan. 

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memberdayakan Sumber Daya Alam dan Seluruh Potensi Desa. 

5. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Umum yang aman  dan nyaman. 

3.2. Prioritas Kebijakan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Peningkatan Integrasi perekonomian daerah berbasis kawasan ;

4. Pengembangan seni budaya dan perlindungan sosial;

5. Penguatan infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur strategis dan ; 

6. Peningkatan pelayanan public dan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK.

3.3 Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2025

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bungkulan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bungkulan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut.

3.3.1
Prioritas Program Pembangunan Skala Desa


Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bungkulan yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan kewenangan lokal yang dimiliki desa maka daftar prioritas program pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut.

3.3.1.1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a) Kegiatan Operasional Lembaga Adat

b) Kegiatan Operasional Subak

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a) Penataan Palemahan dan Parhyangan Desa Adat;

b) Pengadaan Sarana Prasarana Desa Adat;

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a) Pembinaan organisasi/lembaga masyarakat desa;

b) Pembinaan kelompok seni tradisional;

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.3.1.2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat



2) Operasional Kantor


3) Tunjangan BPD


4) Operasional BPD 
5) Tambahan Penghasilan Perbekel 
6) Tambahan Penghasilan Perangkat Desa

7) Operasioanal Pemerintah Desa Dana Desa


8) Penyediaan Sarana Prasarana Aset tetap 


9) Pemeliharaan Gedung/Sarana Kantor 


10) Profil Desa


11) Penyelenggaraan Musdes/musrenbang Apbdes


12) Penyelenggaraan Musyawarah Non regular 


13) Penyusunan RKP/Apbdes


14) Penyusunan LPJ Keuangan / Apbdes 


15) Penyusunan Laporan Kepala Desa 

16) Pajak Bumi dan Bangunan

Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa 




1) Penyelenggaraan Poskesdes/Insentif Perawat/Bidan

2) Penyelenggaraan Posyandu 
3) Rehabilitasi / Pengadaan Sarpras Posyandu

4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

5) Pembangunan Jalan Usaha Tani 

6) Rehabilitasi Balai Kelompok Masyarakat
7) Pembangunan Jalan Lingkungan

8) Pengelolaan Informasi Desa


9) Desa Siaga Kesehatan


10) Pengadaan Sarana Posyandu / Posbindu



11) Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa

12) Pengelolaan Lingkungan Hidup

13) Pengelolaan Jaringan Lokal Desa
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan



1) Kegiatan Pengamanan Desa
2) Pembinaan Grup Kesenian 




3) Penyelenggaraan Festival Kesenian/Keagamaan
4) Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga / Karang Taruna


5) Pembinaan Olahraga Kepemudaan / Karang Taruna


6) Pembinaan Lembaga Adat 


7) Pembinaan PKK


8) Pembinaan LPM 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 



1) Peningkatan Produksi Peternakan
2) Pemberdayaan Perempuan 

3) Pemeliharaan saluran irigasi

3.3.2.
Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga


Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa/ Kerja Sama Dengan Pihak Ke tiga pada Tahun 2025 tidak ada.
3.3.3
Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

       (Skala Supra Desa)
Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Bungkukan, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Bungkulan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. Adapun program dan kegiatan tersebut terbagi menjadi 3 bidang yang diuraikan sebagai berikut.
1) Bidang Sosial Budaya
1. Kegiatan fasilitasi dan pelatihan kelompok pemuda dengan indikasi kegiatan yaitu :
01). Pelatihan Ketenagakerjaan (SPA Therapy/Bengkel/Tata rias/Bahasa inggris/mengemudi) ;
2) Bidang Fisik dan Infrastruktur
1. Pembangunan dan Penataan Setra Gede Desa Bungkulan
2. Pengaspalan Jalan Menuju Wilayah Kubu Kelod

3) Bidang Ekonomi
1. Pengembangan Jalan Usaha Tani (Subak Yeh Lembu, Lebehe dan Pungakan)
BAB IV

Arah Kebijakan Keuangan Desa

4.1 Analisis dan perkiraan sumber pendanaan Desa

Pagu Indukatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor


Berdasarkan Alokasi Anggaran yang sudah diterima bahwa pagu anggaran yang digunakan untuk penyusunan RKPDesa Tahun 2025 sebesar 

Rp. 2.899.006.587,12 Maka dari itu dengan besaran pagu anggaran yang ada, maka dapat kami rangkum pagu indikatif untuk pelaksanaan program yang kami rencanakan pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

sebesar : Rp. 2.277.720.596,00 dari total belanja desa.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan 

sebesar : Rp. 1.140.086.500,00 dari total belanja desa.
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

sebesar : Rp. 319.266.000,00 dari total belanja desa.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 

sebesar : Rp. 134.175.000,00 dari total belanja desa.

5) Bidang Tak Terduga

sebesar : Rp. 63.470.118,33 dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa menuju Desa Mandiri terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2025 tercantum pada lampiran.
4.2
Kebijakan Pendapatan Desa


Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. 

Adapun asumsi Pendapatan Desa Bungkulan Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 3.009.006.587,12 (Tiga Miliar 
Sembilan Juta enam Ribu Lima Ratus delapan Puluh Tujuh Rupiah Koma Dua Belas Sen) yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Pendapatan Lain-lain yang diuraikan pada Tabel 11 di bawah.

Tabel 11

Asumsi Pendapatan Desa Bungkulan Tahun Anggaran 2025
	No.
	Uraian
	Target (Rp)

	1.
	Pendapatan 
	22.000.000,00

	
	a. Hasil Usaha
	22.000.000,00

	
	b. Swadaya,  Partisipasi dan Gotong Royong
	-

	
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
	-

	2.
	Pendapatan Transfer
	3.965.718.214,33

	
	a. Dana Desa
	1.421.394.000,00

	
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota
	441.907.700,68

	
	c. Alokasi Dana Desa
	1.215.016.513,65

	
	d. Bantuan Provinsi
	152.400.000,00

	
	e. Bantuan Kabupaten
	700.000.000,00

	3.
	Pendapatan Lain lain
	20.000.000,00

	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
	-

	
	b. Bunga Bank 
	6.980.000

	
	c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
	13.020.000,00

	JUMLAH
	4.051.718.214.33


4.3.
Kebijakan Belanja Desa


Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
:Rp. 825.060.000,00

2. Jaminan Sosial
:Rp. 17.341.596,00

3. Operasional Kantor
:Rp.  218.510.000,00

4. Tunjangan BPD
: Rp. 84.360.000,00

5. Operasional BPD 
: Rp. 32.930.000,00
6. Penambahan Penghasilan Perbekel
: Rp. 18.000.000,00
7. Operasional Pemerintah Desa Dana Desa
: Rp. 42.000.000,00

8. Penyediaan Sarana Prasarana Aset tetap 
: Rp. 75.000.000,00

9. Pemeliharaan Gedung/Sarana Kantor 
: Rp. 62.000.000,00

10. Profil Desa
: Rp. 26.640.000,00

11. Penyelenggaraan Musdes/musrenbang Apbdes
: Rp. 7.581.000,00

12. Penyelenggaraan Musyawarah Non regular 
: Rp. 7.221.000,00

13. Penyusunan RKP/Apbdes
: Rp. 11.598.000,00

14. Penyusunan LPJ Keuangan / Apbdes 
: Rp. 30.190.000,00

15. Penyusunan Laporan Kepala Desa 
: Rp. 2.289.000,00

16. Pajak Bumi Bangunan
: Rp. 19.200.000,00

17. Pembangunan Gedung Kantor
: Rp. 700.000.000,00

18. Penyelenggaraan Poskesdes/Insentif Bidan
: Rp. 48.000.000,00

19. Dukungan siswa Berprestasi/Miskin
: RP. 10.500.000,00

20. Penyelenggaraan Posyandu 
: Rp. 185.015.000,00

21. Rehabilitasi / Pengadaan Sarpras Posyandu
: Rp. 153.350.000,00

22. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
: Rp. 4.175.000,00

23. Rehabilitasi Balai Kelompok Masyarakat
: Rp. 62.648.000,00

24. Pembangunan Jalan Lingkungan Gang
: Rp. 103.016.000,00

25. Pembangunan Jalan Usaha Tani 
: Rp. 165.960.000,00

26. Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa
: Rp. 255.600.000,00

27. Pengelolaan Lingkungan Hidup 
: Rp. 9.450.000,00

28. Pengelolaan Sistem Informasi Desa 
: Rp. 37.200.000,00

29. RTLH
: Rp. 40.000.000,00

30. Kegiatan Pengamanan Desa
: Rp. 28.700.000,00
31. Pembinaan Grup Kesenian
: Rp. 26.375.000,00

32. Penyelenggaraan Festival Kesenian/Keagamaan
: Rp. 175.325.000,00
33. Pembinaan Olahraga Kepemudaan 
: Rp. 21.390.000,00

34. Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan
: Rp. 15.825.000,00
35. Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
: Rp. 8.200.000,00

36. Pembinaan Lembaga Adat 
: Rp. 12.000.000,00

37. Pembinaan PKK
: Rp. 13.981.000,00

38. Pembinaan LPM 
: Rp. 17.470.000,00

39. Ketahanan Pangan
: Rp. 81.000.000,00
40. Pemeliharaan Salura irigasi Tersier
: Rp. 41.725.000,00

41. Pemberdayaan Perempuan
: Rp. 9.450.000,00

42. Penanggulangan Bencana Darurat
: Rp. 71.172.618,33
4.4
Kebijakan Pembiayaan Desa


Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 79.000.000,00
2. Pencairan Dana Cadangan;

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;

2. Penyertaan Modal Desa di rencanakan 110.000.000,00 dan,
3. Pembayaran Utang.

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.


Proses  penyusunan Perubahan RKP  Desa  yang  benar-benar  partisipatif  dan berorientasi  pada  kebutuhan  riil  masyarakat  akan  mendorong  percepatan pembangunan  skala  desa  menuju  kesejahteraan  masyarakat  dan  kemandirian desa.  Untuk  itu  dalam  penyusunan  APB  Desa  diharapkan  dianggarkan  secara proporsional  dengan  mengacu Perubahan  RKP  Desa  ini  yang  telah  melalui  pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Bungkulan Pada tanggal 28 Oktober 2024
Perbekel Bungkulan

I GEDE SUDARJANA 
BAB V

PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DESA BUNGKULAN TAHUN 2025

Pelaksana Kegiatan Desa Bungkulan Tahun 2025 dibagi dalam 4 (empat) Tim Pelaksana Kegiatan, terdiri dari :
I. 
Tim I selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas:

a. Ketua

: Kadek Septian Darmayasa
b. Sekretaris
:  Komang Angga Wijaya
c. Bendahara
:  Luh Asti
d. Anggota

:  Dewa Ketut Kertadana
II. Tim II selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri atas:

a. Ketua
: Putu Agus Werdi Putra


b. Sekretaris

: Ketut Widiana 
c. Bendahara

: Luh Asti
d. Anggota

: Made Suasta


III.    Tim III selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, 
        terdiri atas:

a. Ketua

: Komang Setiawan
b. Sekretaris
: Gede Ari Suandi Yasa
c. Bendahara
: Kadek Sumertadana
d. Anggota

: Putu Ayu Dita 
IV.    Tim IV selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 
        terdiri atas:

a. Ketua
: Putu Agus Werdi Putra
b. Sekretaris
: Made Sasdika 
c. Bendahara
: Made Sumertiningsih
d. Anggota
: Mega Tri Wahyuni
V.      Tim V selaku Pelaksana Kegiatan Bidang Tak Terduga Terdiri Atas :

        a.
Ketua
 : Putu Agus Werdi Putra

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.


Proses  penyusunan  RKP  Desa  yang  benar-benar  partisipatif  dan berorientasi  pada  kebutuhan  riil  masyarakat  akan  mendorong  percepatan pembangunan  skala  desa  menuju  kesejahteraan  masyarakat  dan  kemandirian desa.  Untuk  itu  dalam  penyusunan  APB  Desa  diharapkan  dianggarkan  secara proporsional  dengan  mengacu  RKP  Desa  ini  yang  telah  melalui  pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Mengingat  :





Ditetapkan di Bungkulan


Pada tanggal 28 Oktober 2024


PERBEKEL BUNGKULAN
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Diundangkan di Desa Bungkulan


Pada Tanggal 28 Oktober 2024
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